BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.1 Kesimpulan terhadapTujuan dari uang pengganti

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi merupakan undang-undang yang bersifat represif , sebagaimana
adanya pengaturan mengenai pidana tambahan uang pengganti, sebagaimana
diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan disubsiderkan
dengan pidana penjara, yang merupakan bentuk keseriusan pembuat undang-
undang dalam usaha pengembalian kerugian negara yang ingin dicapai oleh
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, melalui pengaturan pidana uang
pengganti yang disubsiderkan dengan pidana penjara dan bukan pidana
kurungan. Fungsi represif yang ada dalam undang-Undang ini bertujuan untuk
mengembalikan hal seperti keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak
pidana dan tujuan pemidaan dari pidana uang pengganti yaitu mengembalikan
kerugian negara yang terjadi karena tindak pidana korupsi. Ciri khusus dalam
pidana uang pengganti ini adalah memiliki pidana pidana subsider yang dapat
mencapai 20 tahun yang merupakan penyeimbang dalam hal status pemidanaanya
sebagai pidana tambahan yang memiliki karakteristik memaksa setingkat dengan
pidana pokok. Maka dari itu Pidana penjara subsider adalah kunci yang

menentukan berat atau ringannya pidana uang pengganti

5.1.2 Kesimpulan terhadap perbedaan pidana denda dengan pidana uang

pengganti

Pidana denda dapat ditetapkan sebagai pidana pokok yang statusnya sama seperti
pidana lain, misalnya denda. Hal ini berbeda dengan pidana tambahanuang

pengganti, yang walaupun dikenakan bersamaan pidana lainnya, statusnya
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sebagai tambahan/aksesoris saja terhadap pidana pokok tersebut.Pidana denda
memiliki subsider kurungan, karena biasanya ia dijatuhkan sebagai pidana pokok
bersama-sama dengan penjara dan maksud serta tujuannya bukan untuk
mengembalikan atau memulihkan kerugian negara, tidak seperti pidana uang
pengganti yang memiliki subsider penjara yang dapat menekan terdakwa untuk
sebisa mungkin membayar uang pengganti tersebut, karena memulihkan sejumlah

uang merupakan tujuannya.
5.2 Saran
5.2.1 Saran terhadap Tujuan dari uang pengganti

Melakukan Resosialisasi terhadap penggunaan / pemanfaatan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 secara maksimal, sehingga penerapan pidana uang pengganti
beserta pidana penjara subsidernya harus lebih diutamakan tidak hanya pidana badan
saja yang diperhatikan , agar Indonesia lebih maju dan sejahtera

5.2.2 Saran terhadap perbedaan pidana denda dengan pidana uang pengganti

sanksi punitif disubsiderkan dengan pidana kurungan dalam Pidana Denda
seharusnya dihilangkan saja , berbeda tujuan dalam pembentukan sanksi tersebut
khusunya dalam penerapan kasus tindak pidana Korupsi , dirasa tidak efektif dan
efisien melihat nilai korupsi yang sangat besar. Karena Tujuan Dari Pidana Denda
adalah memberi Hukuman semata, tidak seimbang dengan pidana kurungan yang
telah dibatasi oleh Undang-Undang yaitu satu tahun saja , berbeda dengan pidana
uang pengganti yangdisubsiderkan oleh pidana Penjara yang dapat memberikan efek
resitutif kepada terdakwa
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